BUPATI JEMBER

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang :a. bahwa mendaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 _~ -

tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pembera §n
Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Pendayaguna/an(n‘mpm;mur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 T 2012 tentang

Peningkatan Pengawasan dalam rang e an Aparatur
Negara yang Berintegritas, Akun {:‘ n serta Surat

T; Negara den/

06 “fentang

Edaran Menteri
indak Pidana

Reformasi Birokras'
aga dan Pemerintah

8/M MI

Sistem Penanga/
Korup

e eJn\

j dk[n @ggaraan Pemerintah Daerah

) 1S “dari praktek tindak pidana korupsi serta

, : alam |rf.mgka’ }neﬁ‘fndaklanjutl pengaduan masyarakat terhadap

: lndd(aSl _tindak pidana korupsi, perlu menetapkan Peraturan

fBupa/tl tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan

- Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun _
2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indpn€s1a
Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan UncLaag Undang
Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara lik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Wargﬁ‘ Negara Republik

Indonesia Nomor 5602); o 7
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6. Undang - Undang Nomor 11
Transaksi Elektromk/
Tahun 2008 Nomy,

Indones;a/ e 3 ah diubah dengan
- 0 tentang Perubahan Atas
g Nomor 11 TFahun 2008 tentang Informasi dan

/{—L/embaran Negara Republik Indonesia
1 omor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik

on 1@,N6rnor 5952);

Unglari’g Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

’Tnforma81 Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),




11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Repubhk 27
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Ne-g’ara
Republik Indonesia Nomor 5149); -

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

rintah Ngmﬁ 2

5888) sebagaimana dlubah

- -

72 Tahun 2019 tent Penferlntah
Nomor 18 Tal:um 16 t ngan 1t {i/aerah (Lembaran
Negara - & dnes or 187, Tambahan

Le,m / :
16/ ¢ 'i ) nt h I’Lb Tahun 2017 tentang Pembinaan
f’ dwa :m n@lgiaraan Pemerintahan Daerah
o ian N@égra’ﬁepubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
U '. \ambahér;l.e/ baran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
| }71 Pefamfan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara
“’, _Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian
i Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
" Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6250);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6718)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 484);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susun Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM

PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) TINDAK
PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

JEMBER.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : - e

1. Daerah adalah Kabupaten Jember. /’/

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember. //"

3. Bupati adalah Bupati Jember.

4. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disin cf ?.-13(1 indak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Un Tor ’[l&ahu 1999 tentang/
Pemberantasan Tindak Pidana Ko i /,I /n i engan
Undang-Undang Nomor 20 Tahn/umé /\J \_/ /

5. Whistle Blower adalah scs ya | pb an yang berindikasi
TPK yang terjach di- Jl FI rg@ms‘a i/te p ! erJa atau pihak terkait
lainnya yang me : <se§ mforma iy emadai atas terjadinya indikasi
TPK,I:ersebth» |

__’_@/--'Whlstle BIPWIIng S

J .adﬂ h,a'reﬁamsme penyampaian pengaduan dugaan
TPK yang telé\h terjadi §ed’ang terjadi dan/atau akan terjadi yang melibatkan
pegawai darr gra:ng lain yang berkaitan dengan dugaan TPK yang dilakukan di
Llngkunga’n Pemerintah Daerah.

Audit - Investigatif, adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan

_bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidak

10.

suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
Tim Penerima Pengaduan, adalah tim yang beranggotakan Pejabat Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati untuk menerima pengaduan dari whistle blower, menyelidiki,
memproses serta menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.
Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah yang
selanjutnya disingkat P2UPD, adalah jabatan fungsional yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggungiawab, dan wewenang untuk melakukan
kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di
daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan
pengawasan pada Instansi Pemerintah.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) TPK di
Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam
penanganan pengaduan TPK di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) TPK di

Lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan :

a. Memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi,
kerugian perdata dan TPK serta persaingan usaha tidak sehat; dan

b. melakukan wupaya pencegahan dan pemberantasan TPK, termasuk
menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor TPK.

BAB III
MEKANISME PENGADUAN o

Pasal 4 /

—
._n

(1) Dalam hal informasi pengaduan yang diperole )t batas tetapi
mempunyai keyakinan berdasarkan pertlmb nfp ]'f ﬂ\ional Auditor, maka _
3WH (What, Where, When, How)
(2) Pertimbangan profeswnaj/ se
: i Lﬁve i sus sejenis dan/atau
berdasarkan )rrfﬁ asi end apofan/pengaduan tersebut.
(3) Setlap wlﬁél | I: afm nj(]T1 M pengaduan, dilakukan dengan
s le
_A4) Pengaduan | g an| /dapat secara langsung disampaikan kepada Tim
Penerlmq Pen :9919, yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Jember
a. kotql;;,pen/gslduan
b, erail, yaitu : Inspektorat@jemberkab.go.id

informasi pengaduan layak d1t1ndak1 é] ssmemenuhi k )tcf/
Da —"
pendapat penelaah h ya did sa
/mcfnyebuﬂkan H ti ] gp gn'rn/nyerahkan bukti pendukung.
atau mefaﬁu‘rmedla
C. Aplikasi E-Lapor, yaitu: lapor.go.id

BAB IV
TINDAK LANJUT
Pasal 5

(1) Pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang
mengandung indikasi unsur TP yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan,
Whistle Blower harus memberikan indikasi awal yang dapat
dipertanggungjawabkan, meliputi :
a. masalah yang diadukan (what)
berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan, informasi ini
berupa keterangan awal yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya
penyimpangan.



(1)

(2)

(2)

(3)

(4)

b. pihak yang bertanggungjawab (who)
berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan (nama, jabatan dan
alamat yang dilaporkan).

c. lokasi kejadian (where)
berkaitan dengan dimana terjadinya (Unit Kerja).

d. waktu kejadian (when)
berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini
berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif,

€. mengapa terjadi penyimpangan (why)
berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan
perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undang
yang berlaku.

f. bagaimana modus penyimpangan (how)
berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini
membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan.

Pasal 6

Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak]s
berupa audit investigatif, sedangkan pengaduan yang tidak iemenuhi
kecukupan informasi diarsipkan.

Penugasan audit investigatif atas informasi lapora tidak dapat

ah dilakyks
atay” Aparat

b. penyusufian hipotesis dan program audit oleh tim audit; dan
c. pengendalian kebutuhan sumberdaya pendukung, antara lain anggaran
biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya.

Pasal 7

Inspektur Kabupaten Jember menyampaikan surat tugas yang
mencantumkan sasaran investigasi kepada pimpinan obyek penugasan
dengan tembusan kepada Bupati.

Dalam melakukan penugasan audit investigatif dapat dilakukan tukar
menukar informasi dengan instansi penyidik.

Dalam hal pimpinan obyek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan
penugasan, Inspektur Kabupaten Jember dapat memberitahukan secara
tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati.

Pengumpulan bukti dilakukan oleh Auditor/P2UPD dengan menggunakan
prosedur, teknik dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.




(S)

(6)

(7)

(8)

(1)
(2)

(5)

(6)

(7)

Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau
untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi
atau konfirmasi secara langsung kepada pihak yang terkait atau kepada
pihak-pihak lainnya yang relevan.

Hasil kiarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti
yang diperoleh, Auditor /P2UPD mengidentifkasikan jenis penyimpangan,
fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan
dampak yang ditimbulkan serta pihak yang terkait.

Auditor/P2UPD yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan
pengujian bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti yang
diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.

Pengendalian penugasan audit investigatif dilakukan melalui review,
pembahasan internal dengan Tim Pengarah guna menjamin mutu.

BAB V
HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN/PENGADUAN
Pasal 8
Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, Fifn, Audit segera

menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investig
Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat
untuk memperoleh simpulan akhir ba
kecukupan bukti dan pencapaian sass

ekspose internal
s ¢glah memenuhi

Berdasarkan hasil ekpose irite : i ipaksud-pada ayat (2),
Inspektorat Kabupaten al dengan unit yang
berwenang.

Hasil eksposé¢ |eksterndl seba maksud pada ayat (3) dituangkan
dalam risa i il| Ekspose [yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten
Jember dam p at|yarg mewekKili Unit Kerja,

Dalam h s i nart Unit Kerja tidak sepakat dengan materi hasil penugasan
audit estigatif, maka Risalah Hasil Ekspose memuat alasan

ketidaksepakatan tersebut dan dilaporkan kepada Bupati.

Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk

menandatangani  Risalah Pembicaraan Akhir, maka risalah cukup

ditandatangani oleh tim yang ditugaskan dan Inspektur Kabupaten Jember
dengan menyebutkan alasan penolakannya.

Untuk penugasan audit investigatif, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Ekspose eksternal dimaksud adalah pemaparan hasil audit dengan Instansi
Penyidik;

b. Ekspose dengan Instansi Penyidik dilakukan apabila temuan hasil audit
menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian
keuangan negara;

¢. Tuyjuan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik adalah untuk
mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat
memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor/P2UPD bahwa
kasus yang diaudit tersebut berindikasi TPK atau Tindak Perdata atau yang
bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (TP/TGR);



d. Kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang
ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Jember dan Instansi Penyidik;

¢. Pembicaraan hasil audit investigatif dengan pimpinan obyek penugasan
dilakukan setelah adanya ekspose ekternal. Dalam hal pimpinan obyek
penugasan terkait dan/atau bertanggungjawab atas penyimpangan yang
ditemukan, pembicaraan hasil audit dilakukan hanya dengan atasan
pimpinan obyek penugasan. Hasil pembicaraan dituangkan dalam
notisi/risalah pembicaraan yang bersifat pemberitahuan simpulan hasil
audit dan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan/atasan obyek
penugasan;

f. Pembahasan tidak dilakukan dalam hal atasan pimpinan/atasan pimpinan
obyek penugasan merupakan pihak yang terkait dan/atau termasuk pihak
yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang ditemukan; dan

g. Laporan Hasil Audit Investigatif segera diterbitkan setelah dilakukan
pembahasan dengan Instansi Penyidik dan pembicaraan dengan
pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan.

(8) Pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan
setelah dilakukan ekspose eksternal, berupa simpulan hasil penugasan audi
investigatif yang telah mengakomodasi hasil ekspose ekternal.

(9) Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyekpenugasan
dituangkan dalam Risalah Pembicaraan Akhir yang djte tangani oleh
Inspektur dan Pimpinan/atasan pimpinan obyek per ang memuat
kesanggupan pihak pimpinan/atasan pimpjnaf g asan untuk
melaksanakan tindaklanjut.

(10) Dalam hal pimpinan/atasan pimpi
simpulan hasil penugasap
memuat alasan menge

penugasan audit

(11)

(12)

penugasan audit investigasi secara tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan
obyek penugasan yang bertanggungjawab untuk melakukan tindak lanjut.

Pasal 9

(1) Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari laporan/pengaduan.

{2) Whistle Blower dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).

(3) Sebelum laporan disampaikan kepada Bupati, konsep laporan disampaikan
kepada tim pengarah untuk dilakukan review.

(4} Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan Whistle Blower
disampaikan kepada Bupati.



Pasal 10

Dalam hal yang menjadi terlapor adalah salah seorang Tim Penerima Pengaduan,
maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penerima Pengaduan dan
ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLE BLOWER
Pasal 11

Perlindungan atas kerahasiaan indentitas Whistle Blower akan diberikan kepada
Whistle Blower yang memberikan informasi tentang adanya indikasi TPK yang
dilakukan oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12 _—

e

Ketentuan mengenai Formulir pengaduan sebagaimana dimaksud " dalam
Pasal 5 ayat (2), Format Berita Acara Klarifikasi (BAK) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (6) dan Format Laporan Hasil

it Eg igatif (LHAI) s
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ter 5@ | lampiran yang /’/__,_.,
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan u ﬁ  ini. .| "

= (] '/U P
T e A | \1 k L /
//— | B 1 . .";‘-I \ ( 7 ll/ll :///'
= | [ \ | L
[ \.
) a ggal diundangkan.

Peraturar Bupt :u*x rrx' lai! ber
Agar setiap orang @quptaﬁut a, ‘memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
"~ ini dengan pexiéfnp'gk_;t‘éﬁnyl‘g,daﬁm Berita Daerah Kabupaten Jember.

IrV—~
_— Ditetapkan di Jember ,
P pada tanggal 24 Me&h 2022
BUPATI JEMBER,

ttd

Diundangkan di Jember
2022 HENDY S

530215 199202 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022 NOMOR 2¢
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 25 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM
PENANGANAN PENGADUAN

(WHISTLE BLOWING SYSTEM)
TINDAK PIDANA KORUPSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBER

FORMULIR PENGADUAN, FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI (BAK) DAN
FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF (LHAI)

A. FORMULIR PENGADUAN

Nama (pelapor)

Pekerjaan (pelapor)
Alamat (Pelapor)

----------

Dibuat tanggal, .............
Pelapor

-----------------------
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FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI (BAK)

...... pada hari ini......tanggal.....'....bulan......tahun...'..,bertempat

di....oeennes ,» kami masing -masing :

1. Nama e
Jabatan/Pekerjaan e
Alamat e raeeia e

2. Nama P
Jabatan/pekerjaan e e
Alamat vttt r e

3. Dst..

Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Bupati/Inspektur Nomor : .................

untuk kepentingan pemeriksaan telah melakukan meminta keterangan

kepada :

Nama et reeaaas
Jabatan/Pekerjaan

Alamat tempat tinggal

........

Yang diminta,

-------------------------------

-----------------
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C. FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF (LHAI)

BAB 1 : RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN
BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1. UMUM
DASAR PEMERIKSAAN
WAKTU PEMERIKSAAN
SUSUNAN TIM PEMERIKSA
NARASUMBER

E. OBYEK PEMERIKSAAN

2. SUMBER PENGADUAN

3. MATERI PENGADUAN

4. FAKTA YANG DITEMUKAN

5. ANALISIS
BAB III : KESIMPULAN
BAB IV  : SARAN

O owp

Mengetahui: | (S b _
INSPEKTUR @ﬂj
KABUPATEN JEMBER — [ ] |\
N[ L =
1 \
///. q ~ | [ \ o
— MU/ ] Q/ -
I \\
-
P BUPATI JEMBER,
— ttd
HENDY S

HRFANO
a Utama Madya

NIP. 19630215 199202 1 001

»





